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Aturan Pemanfaatan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan
kembali Disidangkan

Jakarta, 9 Agustus 2021 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 6
ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
terhadap UUD 1945 pada Selasa (10/08), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan
Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dwi Pertiwi,
Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Norma yang
diujikan adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam sidang sebelumnya (20/04), para Pemohon menyampaikan narasi ilmiah sehubungan dengan perbandingan
dari negara-negara lainnya di dunia yang menggunakan terapi ganja sebagai bagian dari pengobatan untuk penderita
celebral palsy. Di samping itu, para Pemohon juga menjabarkan periode waktu penggunaan narkotika Golongan |
untuk membantu pasien dalam proses pengobatan berbagai penyakit yang serupa dengan yang dialami para

Pemohon perseorangan pada perkara a quo.

Selain itu, para Pemohon menyebutkan Pasal 4 huruf a UU Narkotika yang menyebutkan UU tentang Narkotika
bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan, narkotika hanya dapat digunakan
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga,
berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a juncto Pasal 7 UU Narkotika, narkotika dapat digunakan dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin dalam konstitusi. Di samping itu, ketentuan
Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika memberikan peluang dilakukannya penelitian terhadap narkotika Golongan | dengan
ketentuan tertentu. Dengan demikian, ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika
tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan manfaat pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi berupa hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari narkotika Golongan 1. (Sri Pujianti
/ MHM)
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